
Tahun Anggaran 2023, penganggaran dan penggunaan 

OAK Nonfisik TA 2023 berpedoman kepada Pcraturan 

2022 tentang Pernetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

Nomor PR.01.0l/I/10217/2022 tanggal 27 Desember 

dan Surat Sekretaris Jendcral Kementerian Kesehatan 

Larnpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 

Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat 

(2) Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran 

antar objek belanja dan/atau antara rincian objek 

belanja dilakukan dengan car a mcngubah Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Butir C.2.b.4).a).(4).(e).i 

Menimbang 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 
87 TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
TAHUN ANGGARAN 2023 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENT ANG 

C·lJBERNtrn SULAWESI TENGGARA 

SALIN AN 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan 

atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tcnggara Nomor 87 

Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun Anggaran 2023; 

sebagaimana pertimbangan 

Menteri Keuangan tentang pengelolaan OAK Nonfisik 

dan Petunjuk Teknis OAK Nonfisik yang ditetapkan oleh 

masing-masing kcmenterian/lembaga terkait scsuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 3 Tahun 2019 tcntang Pemanfaatan Hibah Dari 

Pernerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk 

Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

dan ketentuan Butir F.l.f.14) dan F.l.f.15).a) Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada 

kondisi tertentu yaitu kondisi rnendesak atau 

perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat 

nasional atau daerah dilakukan pergescran anggaran 

yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

d. bahwa berdasarkan 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Kcuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahyakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik lndoncsia Tahtm 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara [Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tcntang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kcbijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahyakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
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dcngan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nornor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tcntang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka 

Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6622); 

7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6778); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wak.il Kepala 

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengclolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5340); 
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Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangao dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nornor 33 Tahun 2018 tentang 

Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pembinaan 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 'Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lcrnbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5 J 65); 

13. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
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Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pcndapatan dan 

Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nornor 431); 

ten tang Kepala Daerah Peraturan Rancangan 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nornor 1781); 

23. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 

741); 

18. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah 

Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengclompokan Kemampuan Kcuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

21 . Peraturan Badan Nasional Pcnanggulangan Bencana 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari 

Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk 

Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
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Ketentuan dalam Larnpiran I dan Larnpiran II Peraturan 

Gubcrnur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Bcrita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2022 Nomor 89) diubah sehingga dibaca sebagaimana 

tercanturn dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

Pasal 1 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 87 
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 

MEMUTUSKAN: 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

972); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 5); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Pengeloaan Kcuangan Daerah 

[Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2023 Nomor 1); 

27. Peraturan Gubcrnur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 

87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Berita Dacrab Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 

Nomor 89); 

7 

Menetapkan 



·03 1 001 
.Hum 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum 

BERlTA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 

ASRUN LIO 

ttd 

SEKRETARlS DAERAH 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

Diundangkan di Kcndari 
pada tanggal 3 - 3 - 2023 

ALI MAZJ 

ttd 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Ditctapkan di Kendari 

pada tanggal 3 - 3 - 2023 

penempatannya dalam Bcrita Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

dengan ini Gubemur Pera tu ran pengundangan 
memerintahkan orang rnengetahuinya, setiap Agar 

Peraturan Gubemur mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal 2 

8 


